PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR: 7 TAHUN 2014
TENTANG

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai
kewajiban memberikan  laporan  penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  kepada  Pemerintah  dan
memberikan laporan Kketerangan pertanggungjawaban
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada masyarakat ;

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas
oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan
hasilnya telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna
Intern tanggal 28 April 2014, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan DPRD ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang
Akhir Tahun Anggaran 2013;
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Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Menetapkan :

PERTAMA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor
1 Seri E No. 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupe‘tten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
Nomor 8 Seri E Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2013 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11 );

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013.

. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2013, sebagai

berikut:

1. Dokumen LKPJ Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran
2013 belum dapat menyajikan data kinerja, maka
Dokumen LKPJ dikembalikan untuk diperbaiki dan

disempurnakan.
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2.Ke depan dalam penyusunan LKPJ, diminta untuk
meningkatkan akurasi data-data terkait arah kebijakan
umum Pemerintah Kabupaten Batang yang mampu
menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana tersebut diktum PERTAMA
didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan
Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam
Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Batang
untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Batang ,
pada tanggal 28 April 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

Ales™

PYRWANTO
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